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INTISARI 

 

 

 Pengelolaan keuangan desa menuju terwujudnya desa yang mandiri, bukan saja 

memperhatikan pengelolaan pendapatan desa, tetapi juga penting untuk memperhatikan 

pengelolaan belanja desa. Oleh karena itu, maka dalam pelaksanaan belanja desa harus 

diperhatikan pula dinamika pemerintah desa dalam pelaksanaan belanja desa tersebut. 

Permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan belanja desa sering terjadinya konflik di dalam 

pembiayaan belanja desa. selain itu kendala-kendala kepala urusan dan kepala seksi di dalam 

pelaksanaan belanja desa. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

Dinamika Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Belanja Desa di Desa Ngestiharjo, 

Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul?”.  

 

 Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan Dinamika Pemerintah Desa dalam 

Pelaksanaan Belanja Desa. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Unit analisisnya adalah Pemerintah Desa Ngestiharjo. Teknik analisis data 

menggunakan model Miles dan Huberman : Reduksi Data, Penyajian Data (data display), dan 

penarikan kesimpulan.  

 

 Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut, 1.Dinamika Pemerintah Desa dalam 

Pelaksanaan Belanja Pegawai, Belanja pegawai di Desa Ngestiharjo sudah berjalan dengan 

baik karena setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan prosedur, pelaksana kegiatan yang 

membidang belanja pegawai yaitu Kaur Tata Usaha dan Umum yang seharusnya Kaur 

Keuangan tetapi karena Kaur Keuangan sebagai pendana desa dan tidak dapat menjadi 

Pelaksana Kegiatan maka dilimpahkah ke Tata Usaha dan Umum. Tetapi belum adanya 

tindakan pendisiplinan bagi pegawai yang terlambat hadir dengan pemotongan gaji pegawai 

dikarenakan belum adanya absen sidik jari. Hal ini dapat mengurangi efektivitas kerja 

pegawai dalam pelayanan dan kurangnya kedisiplinan.2. Dinamika Pemerintah Desa dalam 

Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa, Dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa sudah 

berjalan dengan  baik karena setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan tupoksi masing-

masing dari setiap bidang. Namun, untuk biaya anggaran harus lebih diperhitungkan dengan 

baik agar tidak terjadinya kekurangan anggaran sehingga setiap program atau kegiatan dapat 

terlaksanakan. Misalkan, berapa potensi dana yang dimiliki saat ini dan berapa banyak dana 

yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu program. 3. Dinamika Pemerintah Desa dalam 

Pelaksanaan Belanja Modal, Belanja modal berkaitan dengan pembangunan, maka pelaksana 

kegiatan yang membidangi yaitu kepala seksi kesejahteraan. Di Desa Ngestiharjo 

pelaksanaan belanja modal dapat dikatakan baik karena dalam pembangunan lebih ke arah 

kebutuhan masyarakat. Namun, permasalahan yang terjadi bahwa pemerintah desa sering 

hutang ke penyedia barang.  

 

 

 

 

Kata Kunci : Dinamika, Pemerintah Desa, Belanja Desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara 

merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Sejalan dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 mengartikan Desa 

sebagai berikut : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa perlu mendapat perhatian yang serius 

mengingat  selama ini Pemerintahan Desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. diaturnya Desa dengan Undang-Undang 

tersendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa 

sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi-misi Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014, adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa 

agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan 

landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju 

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera menurut Sutoro Eko Yunanto (dalam 

Chabib Soleh, dkk, 2015:54) 

 Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan terwujudnya desa 

yang mandiri dimana : 1.  desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat 

melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat; 2. 

Berbagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk 
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mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga 

masyarakat; 3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan 

dasar dll; 4. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan 

pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta 

menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai. Untuk mewujudkan 

kemandirian desa tersebut, kedudukan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 mengalami perubahan dibanding sebelumnya, dimana desa diatur dalam satu 

paket dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, 

dimana desa merupakan organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem 

pemerintahan kabupaten/kota, sementara dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 desa merupakan pemerintahan masyarakat atau masyarakat yang 

berpemerintahan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. Konsekuensi dari 

perubahan tersebut maka kedudukan desa : a. Desa merupakan organisasi 

pemerintahan terkecil, terbawah, terdepan dan terdekat dengan masyarakat; b. terkecil 

berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa 

mempunyai cakupan atau ukuran terkecil dibanding organisasi pemerintahan 

kabupaten/kota, provinsi maupun pusat; c. terbawah berarti desa mempunyai susunan 

atau lapisan pemerintah terbawah dalam tata pemerintahan RI, terbawah juga berarti 

bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan yang berhubungan secara langsung 

dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sehari-hari; 

d. terdepan juga berarti terdekat, yakni bahwa pemerintahan desa berhubungan secara 

langsung dengan masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan, 

pembangunan, pemberdayaan maupun kemasyarakatan. 
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Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi 

pemerintahan desa menjadi semakin kuat, karena tidak lagi diatur dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tetapi diatur dengan 

Undang-Undang tersendiri. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut 

merupakan penguatan status desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan 

pemberdayaan masyarakat desa. (Chabib Soleh, dkk, 2015:54-55) 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi, bahkan yang menentukan berhasil atau 

gagalnya kegiatan Pemerintah Desa ialah keuangan desa. masalah-masalah 

pemerintah di desa bertambah banyak dan kompleks, serta cenderung untuk 

melampaui urusan-urusan tradisionil, yang pemecahannya terpaksa harus bersifat 

“zakelijk financieel”. Jenis kegiatan Pemerintah Desa kian hari kian bertambah, 

demikian pula aneka-ragamnya, dikarenakan kebutuhan masyarakat yang selalu 

bertambah tanpa akhir. Pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan desa, 

harus mampu mengadakan analisa keuangan yang menjadi rasionil untuk menentukan 

kebijaksanaan yang praktis dan dapat dilaksanakan (Drs. Bayu Surianingrat, 

1985:117). Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, 

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya 

dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan 

partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Kepala Desa 

sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang 

dipisahkan.  Oleh karena itu kepala desa mempunyai kewenangan : a. menetapkan 

kebijakan tentang pelaksanaan APBDes; b. menetapkan kebijakan tentang  

pengelolaan barang desa; c. menetapkan bendahara desa; d. menetapkan petugas yang 
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melakukan pemungutan penerimaan desa; dan e. menetapkan petugas yang 

melakukan pengelolaan barang milik desa. (Hanif Nurcholis, 2011:82) 

 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka kedudukan desa diakui 

dan dihormati sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang secara eksistensialitas 

mempunyai hak-hak tradisional dan prakarsa sendiri. Berdasarkan pemahaman yang 

demikian maka dalam rangka pengelolaan keuangan desa menuju terwujudnya desa 

yang mandiri, bukan saja penting untuk memperhatikan pengelolaan pendapatan desa, 

tetapi juga penting untuk memperhatikan pengelolaan belanja desa. Mengelola belanja 

desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, baik menyangkut dasar hukum, 

program/kegiatan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan, siapa yang menjadi 

pelaku aktivitas dalam melaksanakan program, berapa besar anggaran yang akan 

dipergunakan, dan target apa yang harus dapat dicapai dengan pelaksanaan 

program/kegiatan. Program kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran harus 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mencapai sasaran atau tujuan yang telah 

ditentukan. Dengan demikian semakin besar anggaran belanja desa akan semakin 

banyak program/kegiatan yang dapat dilaksanakan, maka akan semakin besarnya 

tingkat kesejahteraan masyarakat. dalam merencanakan besarnya anggaran belanja 

untuk setiap program/kegiatan yang diusulkan, hendaknya dikaji secara mendalam, 

sehingga tidak berlebihan yang akan berakibat pemborosan anggaran, demikian 

sebaliknya jangan sampai terjadi adanya kekurangan anggaran sehingga 

program/kegiatan tidak dapat diselesaikan. Dalam mengkaji anggaran belanja untuk 

setiap program/kegiatan dapat dilakukan dengan memperhitungkan biaya tetap dan 

biaya variable yang akan dikeluarkan bila program/kegiatan tersebut dilaksanakan, 

yang berarti pula akan semakin banyak masalah yang dapat dipecahkan dan 
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berdampak pada semakin besarnya tingkat kesejahteraan masyarakat. (Chabib Soleh, 

dkk, 2015:55-56) 

 Mengingat Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

desa dan yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) 

harus dapat meningkatkan interaksi dan koordinasi guna mewujudkan kerjasama 

dalam mencapai tujuan pelaksanaan belanja pegawai, belanja barang dan jasa; dan 

belanja modal yang merupakan perwujudan dari belanja desa. pemerintah desa 

khususnya kepala desa harus mampu mengarahkan perangkat desa dengan 

memberikan dorongan dan motivasi dalam melaksanakan masing-masing tugasnya 

dalam belanja desa untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan belanja desa, agar 

organisasi pemerintahan di Desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, 

karena di dalam suatu organisasi baik pemerintahan di Desa maupun suatu organisasi 

lainnnya akan terjadinya suatu dinamika dimana menurut (Slemet Santosa, 2009:5) 

Dinamika berarti adanya suatu interaksi dan interpedensi antara anggota kelompok 

yang satu dengan anggota kelompok yang secara timbal balik dan antara dengan 

kelompok keseluruhan. 

 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa 

(PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari: sekretaris desa; kepala 

seksi; dan bendahara yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. masing-masing 

dari Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) memiliki tugas dalam 

melaksanakan pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut: 1. Sekretaris desa 

bertindak selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang 

mempunyai tugas:a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 

b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan 
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pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; c. melakukan pengendalian terhadap 

pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; d. menyusun pelaporan 

dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi 

terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. 2. Kepala Seksi 

bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai 

tugas: a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; b. 

melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah 

ditetapkan di dalam APBDesa; c. melakukan tindakan pengeluaran yang 

menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; d. mengendalikan pelaksanaan 

kegiatan; e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; 

dan f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 

3. Bendahara Desa di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan yang mempunyai tugas: 

menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan 

desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Permasalahan yang terjadi dalam 

pengelolaan keuangan Desa bahwa sejumlah pemerintah desa mengalami kesulitan 

dalam menyusun APBDes. Padahal APBDes menjadi salah satu syarat pencairan 

ADD. Permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan belanja desa sering terjadinya 

konflik di dalam pembiayaan belanja desa. selain itu kendala-kendala kepala urusan 

dan kepala seksi di dalam pelaksanaan belanja desa. Maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Dinamika Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan 

Belanja Desa” di Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 
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